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ABSTRAK

Terkait dengan seringkalinya terjadi kontrak bermasalah, maka penting untuk
dipahami bahwa hampir seluruh aktivitas bisnis adalah perbuatan hukum. Praktik
hukum bisnis sering dijumpai terjadi masalah, salah satu masalah tersebut adalah
pemalsuan surat dokumen kontrak. Kejahatan pemalsuan surat dokumen kontrak
ini berimplikasi sangat besar bagi pihak korban yang mengalami kerugian materiil
maupun non materiil. Dalam pembahasan tesis ini, kejahatan pemalsuan surat
adalah pemalsuan Kuasa Direktur sebagai kelengkapan pembuat rekening
tabungan berdampak pada transaksi dialihkan ke rekening pelaku pemalsuan itu
sendiri. Tindak pidana pemalsuan surat tergolong sebagai perbuatan penipuan
karena isi dalam dokumen kontrak yang dipalsukan yang marak dilakukan di
masyarakat dibantu dengan kemajuan teknologi untuk mempermudah tindak
pidana pemalsuan surat tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas,
maka permasalahannya adalah sebagai berikut: 1.Bagaimana pertanggung-
jawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak 2.Apa akibat
hukum pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam
dokumen kontrak. Metode Penelitian. Setiap penulisan ilmiah haruslah
berdasarkan fakta-fakta yang obyektif agar kebenarannya dapat dipertanggung-
jawabkan baik secara yuridis normatif dalam hal ini diperlukan suatu upaya untuk
fakta tersebut.Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya
menggunakan data sekunder. Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah
dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan penelitiannya adalah sebagaiberikut:
1.Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak yang
dilakukan oleh penerima kuasa dari Direksi telah memenuhi pertanggungjawaban
pidana karena telah memenuhi dianggap cakap dalam membuat Surat Kuasa
Dokumen Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd dan sudah
mampu keadaan jiwa sehingga asas legalitas terpenuhi. 2.Akibat hukum tindak
pidana pemalsuan dokumen kontrak berdampak pada penegakan hukum untuk
memperoleh kepastian hukum. Namun implementasinya harus dilakukan
berdasarkan asas ultimum remedium yang menempatkan penerapan ancaman
hukum penjara 6 (enam) tahun sebagai hal upaya terakhir setelah tindakan
administratif berupa tindak pemutusan hubungan kerja karena tindakan
pelanggaran berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 dengan tidak memberikan pesangon sebagaimana diatur
dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, bila tidak diindahkan
kemudian dilakukan upaya gugatan perdata ke Pengadilan karena pelaku pemalsu
dokumen kontrak memasukkan seluruh hasil kontrak ke rekening pribadi maka
dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 1365 KUHPerdata

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pemalsuan surat, Dokumen kontrak
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ABSTRACT

Related to the frequent occurrence of problem contracts, it is important to
understand that almost all business activities are legal actions. Business law
practices often encounter problems, one of which is the forgery of contract
documents. The crime of falsifying this contract document has enormous
implications for the victims who experienced material and non-material losses. In
the discussion of this thesis, the fraudulent crime of the letter is a forgery of the
Director's Authority as the completeness of the maker of the savings account
which has an impact on the transaction being transferred to the account of the
counterfeiters themselves. The crime of forgery of letters is classified as a fraud
because the contents of a falsified contract document that is rampant in the
community are aided by technological advances to facilitate the criminal act of
falsifying the letter. Based on the background of the above problems, the problems
are as follows: 1. How is criminal responsibility against forgery of letters in
contract documents 2. What is the legal consequence of implementing criminal
liability against forgery of letters in contract documents. Research Methods,
Every scientific writing must be based on objective facts so that the truth can be
accounted for both normatively juridically in this case an effort is needed for this
fact. This study includes normative legal research that only uses secondary data.
Based on the discussions that have been done before, the research conclusions
are as follows: 1. The criminal liability for criminal acts of forgery of contract
documents carried out by the power of attorney from the Board of Directors has
fulfilled criminal liability because they have been considered competent in making
the Power of Attorney for Contract Documents as stipulated in Article 1320
KUHPerd and already capable of mental state so that the principle of legality is
fulfilled. 2. As a result of criminal law falsifying contract documents has an
impact on law enforcement to obtain legal certainty. However, the implementation
must be based on the principle of ultimum remedium which places the application
of the legal threat of 6 (six) years imprisonment as a last resort after
administrative actions in the form of termination of employment due to gross
violations stipulated in Article 158 paragraph (1) letter a of Law No. . 13 of 2003
by not giving severance pay as stipulated in Article 156 of Act No. 13 of 2003, if it
is not heeded then an attempt is made to file a civil claim with the Court because
the perpetrator of the contract document includes all the results of the contract
into a personal account so that it can be considered as violating the law as
stipulated in Article 1365 of the Civil Code

Keywords: Criminal Liability, Forgery of letters, Contract Documents
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